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LANDASAN TEORI
2.1 Administrasi Kepegawaian
Menurut Paul Pigors dan Charles A. Myers serta Thomas G Spates (1961:12)
berpendapat bahwa administrasi kepegawaian adalah suatu tata cara atau prosedur
tentang cara-cara mengorganisasi dan memperlakukan orang yang bekerja sedemikian
rupa sehingga mereka masing-masing mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari
kemampuannya, jadi memperoleh efisiensi yang maksimum untuk dirinya sendiri dan
golongannya. Disamping itu untuk perusahaan, di mana mereka merupakan bagian
yang menentukan keuntungan yang bersifat kompetitif dan hasil yang optimum
Dalam kamus administrasi (1968:195), administrasi kepegawaian dirumuskan
sebagai segenap aktivitas yang bersangkut paut dengan masalah penggunaan tenaga
kerja manusia dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Aktivitas
administrasi kepegawaian terutama berkisar pada penerimaan, pengembangan,
pemberian balas jasa dan pemberhentian.
Menurut Felix A. Nigro dalam Moekijat (1991;2) Administrasi Kepegawaian
adalah seni memilih pegawai-pegawai baru dan mempekerjakan pegawai-pegawai
lama sedemikian rupa sehingga kualitas dan kuantitas jumlah hasil dan pelayanan
yang maksimum dari tenaga kerja tersebut dapat diperoleh.
Sehubungan dengan perumusan tersebut, maka fungsi-fungsi atau
kegiatan-kegiatan dari administrasi kepegawaian menurut Felix A. Nigro meliputi :
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1. Pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program kepegawaian
termasuk didalamnya tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai yang
ditentukan dengan jelas dan tegas.
2. Penggolongan jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang adil dengan
mempertimbangkan adanya saingan dari sektor swasta.
3. Penarikan tenaga kerja yang baik
4. Seleksi pegawai yang menjamin pengangkatan calon pegawai yang cakap dan
penempatannya dalam jabatan yang sesuai.
5. Perencanaan latihan jabatan dengan maksud untuk menambah keterampilan
pegawai, memotivasi semangat kerja dan mempersiapkan mereka untuk
kenaikan pangkat.
6. Penilaian kecakapan pegawai secara berkala dan teratur dengan tujuan
meningkatkan hasil kerjanya dan menentukan pegawai-pegawai yang cakap.
7. Perencanaan kenaikan pangkat yang didasarkan atas kecakapan pegawai
dengan adanya sistem jabatan, di mana pegawai-pegawai yang baik
ditempatkan pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan kecakapannya, sehingga
mereka dapat mencapai tingkat jabatan yang paling tinggi.
8. Kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki hubungan antar manusia
9. Kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan mempertahankan moril serta disiplin
pegawai.
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2.2 Aparatur Sipil Negara
Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia yang sesuai dengan amanat
pembukaan UUD 1945, dibutuhkan aparatur sipil negara yang profesional, bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, bebas dari intervensi politik, serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat;
Di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 yang dimaksud dengan
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.
Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:
a. nilai dasar;
b. kode etik dan kode perilaku;
c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e. kualifikasi akademik;
Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai:
a. pelaksana kebijakan publik;
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b. pelayan publik; dan
c. perekat dan pemersatu bangsa.
Pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas:
a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.3 Penilaian Prestasi kerja
Menurut Malayu SP Hasibuan (2009:87) penilaian prestasi adalah kegiatan
manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan
kebijaksanaan selanjutnya.
Penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan,
kerja sama, loyalitas, dedikasi, dan partisispasi karyawan. Menilai prilaku ini sulit
karena tidak ada standar fisiknya, sedangkan untuk penilaian hasil kerja relative lebih
mudah karena ada standar fisik yang dapat dipakai sebagaai tolak ukurnya, seperti
meter, liter, dan kilogram.
Penilaian prestasi kerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar
kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. Menetapkan
kebijaksanaan berarti apakah karyawan akan dipromosikan, didemosikan, dan atau
balas jasanya dinaikkan.
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Andrew F. Sikula dalam Malayu S.P Hasibuan (2009:87) Penilaian adalah
suatu proses mengestimasi atau menetapkan nilai, penampilan, kualitas atau status
dari beberapa objek, orang atau benda.
Masih menurut Andrew F. Sikula penilaian Prestsi kerja adalah evaluasi yang
sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditunjukkan
untuk pengembangan.
2.4 Ruang Lingkup Penilaian Prestasi
Ruang lingkup penilaian prestasi dicakup dalam what, why, where, when,
who, dan how atau sering disingkat dengan 5W + 1H.
a. What (apa) yang dinilai
Yang dinilai perilaku dan prestasi kerja karyawan seperti kesetiaan, kejujuran,
kerjasama, kepemimpinan, loyalitas, pekerjaan saat sekarang, potensi akan datang,
sifat, dan hasilnya
b. Why (kenapa) dinilai
Dinilai karena:
1. Untuk menambah tingkat kepuasan para karyawan dengan memberikan
pengakuan terhadap hasil kerjanya.
2. Untuk membantu kemungkinan pengembangan personel bersangkutan
3. Untuk memelihara potensi kerja
4. Untuk mengukur prestasi kerja karyawan
5. Untuk mengukur kemampuan dan kecakapan karyawan
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6. Untuk mengumpulkan data guna menetapkan program kepegawaian
selanjutnya
c. Where (dimana) penilaian dilakukan
Tempat penilaian dilakukan di dalam pekerjaan dan luar pekerjaan
d. When (kapan) penilaian dilakukan
Waktu penilaian dilakukan secara periodic dan terus menerus
e. Who (siapa) yang akan dinilai
Yang akan dinilai yaitu semua tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di
perusahaan. Yang menilai atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, dan
atau suatu tim yang dibentuk perusahaan itu
f. How (bagaimana) menilainya
Metode penilaian apa yang digunakan dan problem apa yang dihadapi oleh
penilai dalam melakukan penilaian.
2.5 Tujuan Penilaian Prestasi Kerja
Tujuan dan kegunaan penilaian prestasi kerja karyawan adalah sebagai
berikut:
1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi,
demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa
2. Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam
pekerjaannya
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3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam
perusahaan
4. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal
kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan
peralatan kerja
5. Sebagai indicator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan
yang berada di dalam organisasi
6. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai
tujuan untuk mendapatkan performance kerja yang baik
7. Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan untuk
mengobservasi perilaku bawahan supaya diketahui minat dan
kebutuhan-kebutuhan bawahannya
8. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-kelemahan
dimasa lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya
9. Sebagai kriteria dalam menentukan seleksi dan penempatan karyawan
10. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personel dan
dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa diikutsertakan
dalam program latihan kerja karyawan
11. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan
12. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan
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2.6 Dasar Penilaian dan unsur-unsur yang dinilai
a. Dasar Penilaian
Dasar penilaian adalah uraian pekerjaan dari setiap  individu karyawan
karena dalam uraaian pekerjaan inilah ditetapkan tugas dan tanggung jawab yang
akan dilakukan oleh setiap karyawan
Penilai menilai pelaksanaan uraian pekerjaan itu baik atau buruk, apa selesai
atau tidak, dan apakah efektif atau tidak. Tolak ukur yang akan dipergunakan untuk
mengukur prestasi kerja  karyawan adalah standar.
Sebuah standar dapat dianggap sebagi pengukur yang ditetapkan, sesuatu yang
harus diusahakan, sebuah model untuk diperbandingkan, suatu alat untuk
membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain.
Secara umum standar berarti apa yang akan dicapai sebagai ukuran untuk
penilaian. Secara garis besar standar dibedakan atas dua:
1. Tangible Standar, yaitu sasaran yang dapat ditetapkan alat ukurnya. Standar
ini dibagi atas dua, yaitu standar dalam bentuk fisik yang terbagi atas standar
kuantitas, kualitas, dan waktu. Standar dalam bentuk uang yang terbagi atas
standar biaya, penghasilan dan investasi
2. Intangible standard, adalah sasaran yang tidak dapat ditetapkan alat ukur atau
standarnya misalnya perilaku, kesetiaan, loyalitas, serta dedikasi karyawan
b. Unsur- unsur yang dinilai
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1. Kesetiaan, kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan
membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang
yan tidak bertanggung jawab
2. Prestasi kerja, dinilai dari hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang
dapat dihasilkan karyawan tersebut
3. Kejujuran, kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi
perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.
4. Kedisiplinan, disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada
dan melakukan pekerjaan sesuai instruksi yang diberikan.
5. Kreativitas, kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitasnya
untuk menyelesaikan pekerjaannya
6. Kerja sama, ketersediaan karyawan berpartisispasi dan bekerja sama dengan
dengan karyawan lainnya secara vertical atau horizontal di dalam maupun di
luar pekerjaan
7. Kepemimpinan, kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, mempunyai
pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat memotivasi orang lain.
8. Kepribadian, dari sikap perilaku, kesopanan, periang, disukai, member kesan
menyenangkan, memeperlihatkan sikap yang baik.
9. Prakarsa, kemampuan berpikir yang orisisnal dan berdasarkan inisiatif sendiri
untuk menganalisis, menilai, menciptakan, memberikan alas an, mendapatkan
kesimpulan, dan membuat keputusan penyelesaian masalah yang dihadapi
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10. Kecakapan, kecakapan karyawan dalam menyatukan dan menyelaraskan
bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat di dalam penyusunan
kebijaksanaan
11. Tanggung jawab, kesediaan karyawan dalam mempertanggung jawabkan
kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya
2.7 Penghargaan (Rewards)
Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika
mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya
diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plaket atau pita. Suatu
penghargaan kadang-kadang disertai dengan pemberian hadiah berupa uang seperti
Hadiah Nobel untuk kontribusi terhadap masyarakat, dan Hadiah Pulitzer untuk
penghargaan bidang literatur. Penghargaan bisa juga diberikan oleh masyarakat karena
pencapaian seseorang tanpa hadiah apa-apa.
Henri Simamora (2006), Penghargaan adalah insentif yang mengaitkan
bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna
mencapai keunggulan yang kompetitif. Sedangkan menurut Mahmudi (2007)
Penghargaan adalah reward dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang
dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.
Sistem penghargaan yang ditawarkan dan diberikan kepada karyawan meliputi
(Siswanto, 2003):
1. Sistem Penghargaan Intrinsik
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Sistem penghargaan intrinsik berisi penghargaan yang berasal dari respon
individu terhadap pekerjaan itu sendiri (berasal dari satu transaksi antara satu individu
dengan tugasnya, tanpa ikut serta pihak ketiga). Artinya, penghargaan intrinsik
ditentukan oleh individu dalam interaksinya dengan pekerjaannya. Sebagai contoh,
penghargaan intrinsik dapat berupa rasa tanggung jawab, rasa tertantang, rasa unggul,
rasa mengontrol, rasa berpartisipasi, dan lain sebagainya.
2. Sistem Penghargaan Ekstrinsik
Penghargaan ekstrinsik menurut Schuster (1985) dan Byars dan Rue (1997),
adalah kompensasi yang secara langsung disampaikan dan dikontrol oleh organisasi
(pihak ketiga) serta bersifat lebih kasat mata (mudah dilihat). Sistem penghargaan
ekstrinsik mengacu pada semua penghargaan di luar pekerjaan itu sendiri. Dengan
demikian, sistem penghargaan ekstrinsik mencakup baik penghargaan finansial maupun
non-finansial yang diberikan oleh organisasi dalam usahanya untuk merespon kinerja
karyawan, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu
yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya
diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Dalam organisasi ada istilah insentif,
yang merupakan suatu penghargaan dalam bentuk material atau non material yang
diberikan oleh pihak pimpinan organisasi perusahaan kepada karyawan agar mereka
bekerja dengan menjadikan modal motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam
mencapai tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi.
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Ada tiga fungsi penting dari penghargaan yang berperan besar bagi
pembentukan tingkah laku yang diharapkan:
1. Memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi
2. Memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih
2.8 Penghargaan Pegawai Negeri Sipil
Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk
kesetiaan terhadap Negara, maka kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan atau
telah berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar
biasa akan diberikan penghargaan oleh Pemerintah. Penghargaan yang dimaksud
dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan
lainnya, seperti surat pujian, penghargaan yang berupa materiil, dan lain-lain.
Pengertian penghargaan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu kehormatan yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Seseorang atau Badan karena jasa-jasanya
dinilai bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, pembangunan dan masyarakat. Dengan
demikian, penghargaan dari Pemerintah Daerah ini tidak hanya diberikan kepada PNS
saja tetapi juga kepada Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Perdata, Lembaga,
Dinas, Instansi, Organisasi Sosial yang melakukan kegiatan di daerah, akan tetapi
dalam tulisan ini dikhususkan Penghargaan Pemerintah Daerah kepada PNS saja.
Maksud dan tujuan pemberian penghargaan adalah :
a. Memberikan pengakuan berupa penghargaan kepada Seseorang atau Badan yang
telah berjasa dalam bidang cipta, karsa dan karya yang bermanfaat bagi daerah;
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b. Memberi motivasi kepada setiap warga masyaraka untuk berperan serta aktif dalam
pembangunan, baik yang bersifat fisik materiil maupun mental spiritual sehingga
dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing.
Adapun kriteria bagi Seseorang atau Badan yang berhak memperoleh
Penghargaan dari Pemerintah Daerah adalah :
a. Orang atau Badan yang telah melakukan usaha, tindakan dan kegiatan yang hasilnya
berpengaruh dan atau berakibat terhadap pembaharuan dan penyempurnaan bagi
perkembangan dan kemajuan di berbagai sector pembangunan di daerah;
b. Orang atau Badan yang telah bekerja sebagai pelopor dan atau pembuka jalan bagi
suatu pembaharuan yang hasilnya diakui dan bermanfaat bagi masyarakat banyak;
c. Orang atau Badan yang telah berbuat menyelamatkan dan atau menghindarkan dari
bahaya atau bencana;
d. Orang atau Badan yang telah memperlihatkan pekerjaan untuk mengabdi kepada
masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan penuh kesungguhan;
e. Orang atau Badan yang telah memperkenalkan gagasan, metode yang baru dan
mempunyai manfaat bagi masyarakat banyak;
f. Orang atau Badan yang telah memberikan dorongan dan kegiatan yang
menimbulkan motivasi kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu yang
bermanfaat bagi masyarakat, daerah dan Pemerintah;
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g. Orang atau Badan yang telah mengendalikan dan atau menyelenggarakan,
menjalankan dan mengurus sesuatu;
h. Orang atau Badan yang telah patut diteladani bagi masyarakat.
Untuk dapat memperoleh Penghargaan Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat
umum dan syarat khusus. Syarat Umum, meliputi :
1. warga daerah, taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945,
2. tidak pernah dihukum penjara lebih dari 1 (satu) tahun karena melakukan
kejahatan dan atau tidak sedang menjalani hukuman,
3. melaksanakan tugas secara terus menerus dan menunjukan kesetiaan, pengabdian,
kecakapan, kejujuran, kedisiplinan,
4. serta telah mempunyai masa kerja yang dipersyaratkan,
5. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat,
6. selama melaksanakan kedinasan tidak pernah melaksanakan cuti di luar
tanggungan negara.
Sedangkan syarat khusus terdiri dari :
1. Mendapatkan penemuan baru yang didasarkan atas penelitian yang diakui oleh
masyarakat,
2. Melakukan pembaharuan sehingga menghasilkan sumbangan bagi masyarakat dan
pembangunan,
3. Memiliki karya nyata yang diakui oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah karena
mempunyai manfaat bagi kepentingan orang banyak,
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4. Menjadi panutan/teladan bagi masyarakat,
5. Meningkatkan potensi daerah yang berpengaruh positif terhadap pengembangan
dan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya persyaratan pendukung lainnya yang harus dilampirkan untuk
memperoleh Penghargaan Pemerintah Daerah adalah :
1. foto copy Keputusan Pengangkatan pertama/CPNS,
2. foto copy Keputusan Pangkat Terakhir,
3. foto copy Keputusan Dalam Jabatan,
4. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat
dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
2.9 Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan yang ada di Indonesia
Berikut ini ialah daftar tanda jasa dan tanda kehormatan yang diberikan oleh
pemerintah Republik Indonesia kepada perorangan ataupun instansi. Nama-nama
tanda kehormatan biasanya diambil dari Bahasa Sanskerta yang artinya disesuaikan
dengan jenis bidang pengabdian tertentu dan tingkat tanda kehormatan.
Pada saat ini berlaku Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 (Tentang Gelar,
Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010
(Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan).
Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2010 merupakan usaha kodifikasi dan penyatuan sistem pemberian tanda-tanda
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kehormatan. Sebelum dua produk hukum ini berlaku, ada begitu banyak
undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tanda kehormatan tertentu
saja secara terpisah antara satu dengan yang lain. Tanda kehormatan yang pertama kali
diadakan oleh Republik Indonesia adalah Bintang Gerilya (Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1949). Tanda kehormatan yang paling akhir diadakan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 adalah Satyalancana Dharma
Nusa (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003).
1. Tanda Jasa
Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan presiden kepada
seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan
memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
Secara umum, tanda jasa merupakan penghargaan atas prestasi dalam bidang-bidang
non-militer (e.g. pendidikan, ekonomi, olahraga, budaya).
1. Medali Kepeloporan
2. Medali Kejayaan
3. Medali Perdamaian
2. Tanda Kehormatan Bintang
Tanda kehormatan bintang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanda
kehormatan bintang sipil (Bintang Kemanusiaan) dan tanda kehormatan bintang
militer (Bintang Gerilya). Di antara semua tanda kehormatan bintang, ada yang terdiri
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dari beberapa kelas atau tingkatan (Bintang Yudha Dharma) dan ada pula yang hanya
terdiri dari satu kelas atau tingkatan (Bintang Dharma).
Tanda kehormatan satyalancana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanda
kehormatan satyalancana sipil (. Satyalancana Pembangunan) dan tanda kehormatan
satyalancana militer (eSatyalancana Teladan). Di antara semua tanda kehormatan
satyalancana, ada yang membedakan lamanya waktu pengabdian (Satyalancana Karya
Satya) dan ada pula yang dapat diberikan hingga tiga kali (Satyalancana Dharma
Nusa).
3. Tanda Kehormatan Samkaryanugraha
Tanda kehormatan samkarayanugraha dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu
tanda kehormatan samkaryanugraha sipil (e.g. Nugraha Sakanti) dan tanda kehormatan
samkaryanugraha militer (i.e. Samkaryanugraha). Semua jenis samkaryanugraha
memiliki derajat yang sama.
4.Tanda-tanda Kehormatan Lama
Tanda-tanda kehormatan di bawah ini merupakan bentuk penghargaan untuk
pengabdian dalam tugas selama peristiwa tertentu dalam sejarah masa lalu Republik
Indonesia. Karena itu hampir semua satyalancana di bawah dikelompokkan sebagai
satyalancana peristiwa. Tanda-tanda kehormatan di bawah ini mungkin saja tidak akan
diberikan lagi kecuali secara anumerta. Bintang Gerilya tetap dimasukkan dalam
Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 karena di masa depan selalu ada kemungkinan
agresi militer negara asing terhadap Republik Indonesia. Satyalancana Karya Satya
31
yang pada mulanya dikelaskan menurut golongan / pangkat Pegawai Negeri Sipil
kemudian direorganisasi sehingga dikelaskan menurut lamanya pengabdian (Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994). Satyalancana Ksatria Tamtama hanya diganti
nama menjadi Satyalancana Ksatria Bhayangkara. Sedangkan Satyalancana Bhakti
hanya diubah bentuk medalinya dari segitujuh menjadi bundar.
5. Tanda Kehormatan Satyalancana
Satyalancana-satyalancana Sipil :
1. Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan
2. Satyalancana Keamanan
3. Satyalancana Pepera
4. Satyalancana Karya Satya
5. Satyalancana Prasetya Pancawarsa
6. Satyalancana Satya Dasawarsa
7. Satyalancana Ksatriya Tamtama
2.10 Satyalancana Karya Satya
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya merupakan merupakan penghargaan
dari Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh
kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah
serta penuh dengan pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin, sehingga dapat
dijadikan teladan bagi pegawai lainnya. Dilihat  dari berbagai aspek yaitu:
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1. loyalitas,
2. kejujuran,
3. dedikasi dan
4. disiplin yang tinggi,
5. memiliki Kinerja,
6. kompetensi dan
7. profesionalisme yang handal.
Untuk memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah :
1. PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD RI
1945, Negara dan pemerintah
2. Penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin
3. Bekerja secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh)
tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, dengan ketentuan :
Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, bahwa seorang PNS dapat memperoleh
Tanda Kehormatan. Tanda Kehormatan adalah penghargaan Negara yang diberikan
presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas
darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan Negara. Adapun tujuan
pemberian Tanda Kehormatan adalah untuk :
1. menghargai jasa setiap orang yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar
dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara,
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2. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong
semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan Negara.
Tanda Kehormatan yang bisa diterima oleh seorang PNS adalah Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
Syarat umum untuk dapat memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya adalah :
1. PNS, memiliki integritas moral dan keteladanan,
2. berjasa terhadap bangsa dan Negara,
3. berkelakuan baik,
4. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan Negara,
5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan, mengatur Syarat khusus bagi seorang PNS untuk memperoleh Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah
1. PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan
Kesetiaan adalah ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
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2. penuh pengabdian,
Pengabdian adalah penyumbangan tenaga dan pikiran secara ikhlas dengan
mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.
3. kejujuran,
Kejujuran adalah ketulusan hati dalam melaksana kan tugas dan kemampuan
untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
4. kecakapan,
Kecakapan adalah kemampuan, kepandaian, kemahiran dan ketrampilan di
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
5. kedisiplinan
Kedisiplinan adalah kesanggupan untuk mematuhi tata tertib dan mengikuti
ketentuan _ ketentuan kedinasan yang telah ditetapkan
6. Dan masa bekerja secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua
puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, dengan ketentuan :
a. Dalam masa bekerja secara terus menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan
Negara;
b. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang
atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan
hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi;
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c. Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.
Setiap penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya memiliki
kewajiban:
a. Menjaga nama baik diri dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan Negara;
b. Menjaga dan memelihara symbol dan/atau lencana Tanda Kehormatan;
c. Memberikan keteladanan dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk
berjuang dan berbakti kepada bangsa dan Negara.
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dipakai pada pakaian resmi saat
upacara hari besar nasional atau upacara besar lainnya dan pakaian dinas harian. Dalam
hal penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tidak lagi memenuhi
persyaratan ssuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Presiden berhak
mencabut Tanda Kehormatan yang telah diberikan. Pencabutan Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat
pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa.
Prosedur pengajuan usul calon penerima Satyalancana karya Satya yaitu:
1. Diajukan secara selektif dan setelah melalui pengkajian/penelitian mendalam oleh
tim penghargaan di unit kerja masing-masing
2. Pengkajian dan Penelitian yang mendalam dari tingkat Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. Daftar Riwayat Hidup;
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2. Uraian jasa yang luar biasa/besar/menonjol atau prestasi besar dari PNS
yang bersangkutan;
3. SK CPNS;
4. SK pangkat terakhir;
5. SK jabatan teakhir;
6. Fotokopi piagam yang pernah dimiliki sebelumnya
Satyalancana Karya Satya dihitung melalui lama masa kerja, lama masa kerja
dibagi kedalam 3 bagain yaitu:
a. Saty alancana Karya Satya Sepuluh tahun ber warna perunggu;
b. Saty alancana Karya Satya Dua puluh tahun berwarna perak;
c. Saty alancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun berwarna emas
Satyalancana Karya Satya sebagaimana di maksud di buat dari logam
berbentuk lingkaran dengan relief sebagai berikut :
a. Pada sisi bagian depan berupa setangkai kapas dan setangkai padi masing-masing
terdiri dari 17 daun dan 8 bunga kapas serta 45 butir padi, di tengah- tengah
lingkaran terdapat gambar perisai Pancasila yang di atasnya terdapat bintang
bersegi lima dan tulisan KARYA SATYA :
1. Angka romawi X untuk Saty alancana Karya Satya Sepuluh Tahun.
2. Angka romawi XX untuk Satyalancana Karya Satya Dua puluh Tahun.
3. Angka romawi XXX untuk Satyalancana Karya Satya T iga Puluh Tahun.
b. Pada sisi bagian belakang tertera tulisan REPUBLIK INDONESIA
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Satyalancana Karya Satya tersebut digantungkan pad pt berwarna dasar biru
dengan 5 lajur berwarna abu-abu.
c. Bentuk, gambar, ukuran Satyalancana Karya Satya dan pitanya adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini adalah :
1. Setangkai kapas dan setangkai padi melambangkan keadilan social dan
kesejahteraan.
2. 17 daun dan 8 bunga kapas serta 45 butir padi melambangkan tanggal , bulan
dan tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia .
3. Bintang bersegi lima dan tulisan Karya Satya serta perisai Pancasila
melambangkan bahwa setiap langkah kegiatan dalam melaksanakan tugas
kewajibannya senantiasa didasarkan atas nilai-nilai ketaqwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan /
perwakilan serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Angka romawi X, XX , dan XXX menunjukkan masa bekerja yang telah
dijalani
2.11 Penghargaan dalam Pandangan Islam
Menghargai hasil karya orang lain juga merupakan salah satu upaya membina
keserasian dan kerukunan hidup antar manusia agar terwujud kehidupan masyarakat
yang saling menghormati dan menghargai sesuai dengan harkat dan derajat seseorang
sebagai manusia. Menumbuhkan sikap menghargai hasil karya orang lain merupakan
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sikap yang terpuji karena hasil karya tersebut merupakan pencerminan pribadi
penciptanya sebagai manusia yang ingin dihargai.
Hadits Nabi Muhammad SAW: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bekerja dan menekuni pekerjaanya.” (HR Baihaqi). Kita tidak dapat mengingkari
bahwa keberhasilan seseorang tidak dicapai dengan mudah dan santai tapi dengan
perjuangan yang gigih, ulet, rajin dan tekun serta dengan resiko yang menyertainya.
Oleh karena itu, kita patut memberikan penghargaan atas jerih payah tersebut. Isyarat
mengenai keharusan seseorang bersungguh-sungguh dalam berkarya dijelaskan dalam
Al Qur’an sebagai berikut.
Artinya : “…Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai
(dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh kerjaan yang lain.” (QS Al
Insyirah : 5-7).
2.12 Definisi Konsep
Menurut Moh. Nazir (2005:126) defenisi konsep adalah suatu defenisi yang
diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan
kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur
variabel tersebut. Guna memudahkan penelitian ini, maka penulis membatasi konsep
yang dioperasionalkan. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi konsep adalah:
1. Penghargaan merupakan suatu bentuk apresiasi atau imbalan yang diberikan
kepada seorang pegawai atau karyawan atas apa yang telah dilakukan dan
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diberikan untuk tempatnya bekerjanya dalam rangka untuk meningkatkan
motivasi dan prestasi kerja.
2. Tanda Kehormatan merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada
pegawai atas prestasinya. Tanda kehormatan diberikan dalam bentuk benda atau
piagam yang diberikan oleh pimpinan ataupun pejabat yang memiliki kekuasaan
lebih tinggi.
3. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan dari
Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan dirinya untuk
instansi tempat dirinya bekerja. Penghargaan ini diberikan dalam rangka
meningkatkan motivasi pegawai dan memberikan kompensasi kepada pegawai
yang berprestasi.
2.13 Konsep Operasional
Konsep operasional adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur
suatu variable agar mempermudah proses analisa dan menghindari salah pengertian
serta pemahaman istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini, maka penulis
mengambil indikator berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2010 dan
UU No 20 Tahun 2009. Untuk melihat indikator yang digunakan dalam penelitian ini
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 2.I Variabel Penelitian
Variabel Indikator Sub Indikator
1.
Syarat-syarat dan
ketentuan
1. Syarat Umum
2.Syarat Khusus
1. Integritas Moral
2. Berkelakuan baik
3. Setia kepada negara
4. Tidak pernah dipidana penjara
1. Kejujuran
2. Kecakapan
3. Kedisiplinan
4. Masa Kerja
Proses Seleksi Proses Seleksi 1. Pengajuan Dari SKPD
2. Pengkajian dan Penelitian dari
tim penghargaan
3. Kelengkapan dokumen
Persyaratan
Prestasi Kerja Prestasi Kerja 1. Efisiensi kerja
2. Kualitas SDM
3. Iklim/lingkungan unit kerja
